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ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 
BERMOTOR (Studi Kasus Terhadap Mekanisme Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Baru Pada SAMSAT Serpong) 
Abstrak 
 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru atau yang lebih dikenal dengan BBN I 
merupakan salah satu sumber potensial bagi penerimaan daerah karena tiap tahunnya 
memberikan kontribusi yang besar, hal ini disebabkan oleh maraknya jenis kendaraan bermotor 
yang menyebabkan mudah berubahnya selera konsumen terhadap kendaraan bermotor, dan 
mudah didapatnya kendaraan bermotor. Tetapi tidak banyak orang mengetahui tentang 
bagaimana mekanisme administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru 
karena selama ini hanya petugas dealer yang melakukan pengurusan terhadap Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor Baru tanpa mengetahui permasalahan yang kadang timbul pada saat 
melakukan pembayaran tersebut yaitu dalam penetapan Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB) 
yang tidak terdaftar khususnya untuk kendaraan import yang masuk ke Indonesia. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Baru pada kantor SAMSAT dan menganalisa tingkat efektifitas pemungutannya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (Field Research) dan 
metode kepustakaan. Sedangan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif 
dan kuantitatif. Hasil analisis penelitian ini adalah laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Baru 56.24% untuk kantor SAMSAT Serpong, untuk perbandingan rata-rata rencana 
dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru sebesar 123.53%, 97.20% untuk 
kontribusi terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Serpong, 
52.71% untuk laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) Serpong, dan 55.78% untuk kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Serpong. Selain itu juga 
terdapat masalah dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan 
bermotor yang belum terdaftar yang memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat 
menghambat penerimaan pajak.          
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